Seri D

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Nomor 10 Tahun 2000

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 21 TAHUN 2000
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL

bahwa Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul
Tahun Angaran 2000 perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah
sesua dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999;

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintsh Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetgpan mula berlakunya Undang-undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaiman telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

Peraturan Pemerinteh Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan DAerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L embaran
Negara Tahun 1975 Nomor 6);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3691);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribus
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pagjak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh Cara Penusunan Anggaran Pendgpatan dan Belanja
Daerah, Pekaksanaan Tata Usasha Keuangan Daerah, dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendgpatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak K etiga Kepada Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang
Pengurusan Pendapatan Daerah, Hasall Pgjak Bumi dan Bangunan;,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebgagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerei
Nomor 2 Tahun 1996;
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gaji Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah, jo. Instruksi Menteri Dalam Negerei Nomor
21 Tahun 1997;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Baran Milik Pemerintah Daerah jo. Keputusan
Menteri Dalam Negerei Nomor 32 Tahun 1998;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tangga 28
Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan
pengendalian Kredit Anggaran;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapataan
Pendapata dan Belanja Daerah dengan Pendapatan pendapatan
BelanjaNegara;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tangga 18
September 1985 tentang Penyempurnaan Perubahan Bentuk dan
Ssusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-617 Tangga 18 September 1988;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang
Pengelolaan Pendapatan Daerah;,

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Dagerah;

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 1999/2000;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2000
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Pasal 1

(1) Anggaran Pendgpatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2000

sejumlah Rp. 80. 260. 443. 748,86 terdiri dari :
a PENDAPATAN

- Pendgpatan Rp. 80. 260. 443. 748, 86
b. BELANJA

- Rutin Rp. 58. 214. 797. 076, 86

- Pembangunan Rp. 22. 045. 646. 672, 00

Rp. 80. 260. 443. 748, 86

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :
a Pendapatan Rp. 8.470.703. 135, 00
b. Belanja Rp. 8.470.703. 135, 00

Pasal 3

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaiman dimaksud pada
pasal 1 Peraturan Daerah ini, sebagaimana tersebut dalam Lampiran | Peraturan
Daerahini.

(2) Ringkasan Belanja Rutin per Bagian dan Pos sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Il Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian lebih lanjut ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran-lampiran
Peraturan Daerah ini.
a Lampiranlll : Pendapatan.
b. Lampiran IV :BelanjaRutin.
c. LampiranV : BelanjaPembangunan.

Pasal 4
Perincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud pasa 2 Peraturan
Daerah ini, sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan VIl Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

L ampiran —lampiran sebagaman dimaksud padapasa 3 dan 4 Peraturan Daerah ini
merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulal berlaku padatanggal diundangkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Disahkan di Bantul
Padatanggal 31 Maret 2000

BUPATI BANTUL
Ttd
M.IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Padatanggal 01 April 2000

SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN BANTUL

Ttd

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 10 TAHUN 2000
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